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ABSTRAK

anian merupakan aspek pendukung sangat penting bagi ketersedian
Salah satu kebijakan ini adalah kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan subsidi
crupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor
1. khususnya tanaman pangan dengan memberikan subsidi input berupa
pan HET pupuk. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan enam indikator
shasilan yaitu tepat jenis, jumlah, harga, mutu, tempat, dan waktu. Metode
s yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitaf. Metode
ptif kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan karakteristik petani
memanfaatkan kebijakan pupuk subsidi untuk usahataninya. Hasil penelitian
ajukkan pada kelompok petani yang menggunakan pupuk bersubsidi cenderung
berpendidikan dibandingkan pada responden petani pada kelompok yang tidak
#mcgunakan pupuk bersubsidi. Indikasi ini menunjukkan bahwa petani yang
wendidikan cenderung lebih baik dalam memperoleh informasi terhadap pupuk

»sidi, dan pemanfaatan pupuk subsidi yang menghasilkan produksi tertinggi
luasan 0,5 - 0,749 hektar.
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DAHULUAN perhatian serius serta mengeluarkan
kebijakan sesuai dengan perkembangan
yang terjadi. Tujuan kebijakan pada
dasarnya  adalah  memberikan
kemudahan bagi petani untuk
memperoleh pupuk sesuai dengan
kebutuhannya dengan harga yang
terjangkau sehingga produktivitas
usahataninya dapat meningkat

(Veleriana dan A. Rozany Nurmanaf,
2004).

Beras merupakan salah satu
anan pokok bangsa Indonesia. Oleh
a itu, perhatian akan beras atau
saman padi tidak ada henti-hentinya.
ipuk merupakan salah satu faktor
Produksi yang menentukan produktivitas
usahatani. Oleh karena itu sejarah
keberhasilan penyediaan pangan
ferutama beras banyak ditentukan oleh
keberadaan pupuk (Widodo, 2008).
Pentingnya peranan pupuk dalam sistem Kebijakan subsidi pupuk sebagai
produksi pertanian menjadikan  salah satu dari kebijakan fiskal
pemerintah  selalu  memberikan pemerintah yang ditujukan pada petani
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kebijakan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan produksi padi setiap
tahunnya mengingat adanya keterbatas-
an lahan dan bahkan semakin
menyempit serta dengan semakin
banyaknya peningkatan jumlah
penduduk yang ada yang menggeser
fungsi lahan dan meningkatkan
pemintaan kebutuhan pangan.

Namun Hal yang menarik untuk
dikaji adalah rata-rata produksi dari
responden petani yang tidak
menggunakan pupuk subsidi (diwakili

dari Kecamatan Kuala Kampar
Kabupaten Pelalawan) lebih tinggi
dibandingkan rata-rata produksi dari
responden yang menggunakan pupuk
subsidi. Fakta ini diduga kondisi lahan
dan agroekologi yang sesuai dengan
kebutuhan usahatani padi di daerah
tersebut. Hal ini didukung pula oleh
kebiasaan petani di daerah tersebut yang
tidak menggunakan pupuk dalam
berusahatani padi yang dilakukan secara
turun-temurun di Kecamatan Kuala
Kampar Kabupaten Pelalawan.
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Gambar 7. Rata-rata Produktivitas Responden per Musim Panen (Ku/Ha)

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat pendidikan responden yang
yang lebih tinggi cenderung lebih
menggunakan pupuk bersubsidi.
Indikasi ini menunjukkan bahwa
petani yang berpendidikan cenderung
lebih baik dalam memperoleh
informasi terhadap pupuk bersubsidi.

2. Pemanfaatan pupuk subsidi yang
menghasilkan produksi tertinggi pada
luasan 0,5 — 0,749 hektar.

3. Mekanisme penyaluran pupuk
subsidi relatif panjang dan rumit
menyebabkan sering terkendalanya
ketersediaan pupuk di tingkat petani
pada saat dibutuhkan.

Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan
untuk menyederhanakan mekanisme
distribusi pupuk subsidi agar dapat
membantu ketersediaan pupuk
subsidi bagi petani
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2. Peran penyuluhan dan pertemuan
kelompok tani perlu dioptimalkan
untuk dapat menyebarkan informasi
yang dapat meningkatkan produksi
pertanian mereka.
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